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Abstrak

Studi tentang Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang, Menunjukan Pelaksanaan Tugas yang masih belum cukup baik dan optimal. Hal ini di tunjukan dengan kurangnya program kerja oleh LPM bahkan pada beberapa Tugas LPM belum sepenuhnya berjalan dengan baik , seperti halnya kurangnya sosialisasi pihak LPM terhadap masyarakat dalam kegiatan bergotong-royong. Dan bukti tersebut didukung dengan adanya pernyataan dari pihak yang terkait.

 Kata kunci : Lembaga Pemberdayaan masyarakat
PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus, bertahap dan berkesinambungan dalam mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang sebagaimana telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke IV bahwa tujuan pembangunan adalah untuk memajukan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan di Indonesia khususnya Kalimantan Timur pada dasarnya di peruntukan bagi masyarakat Kalimantan Timur yang pembangunannya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka manusia sebagai unsur terpenting dalam pembangunan dituntut untuk dapat mencapai sasaran yang telah dtetapkan dalam pembangunan Dengan demikian manusia sebagai unsur terpenting dalam pembangunan harus dapat menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai. Melihat dari pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata serta materil maupun spiritual berdasarkan pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merdeka bersatu berdaulat dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut maka perlu diwujudkan kepemerintahan yang baik kepemerintahan yang memiliki sumber daya manusia atau aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Negara pembangunan. Dengan adanya pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, khususnya di Kalimantan Timur, maka Pemerintahan di daerah Kalimantan Timur memiliki Peranan strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan zaman terutama untuk menjawab tantangan masa depan di Kalimantan Timur. 

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang?
Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Tudgas Lembaga Pemberdayaan di Sungai Keledang Kecamatan samarinda Seberang,
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang?
KERANGKA DASAR TEORI
Manajemen 
Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut Siagian (2008:1), Manajemen berasal dari kata kerja to manage (bahasa inggris), yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemberdayaan Masyarakat
Istilah pemberdayaan berasal dari kata Daya. Dalam Kamur Besar Bahasa Indonesia, Daya artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Pemberdayaan pada hakikatnya adalah suatu proses untuk membuat seseorang dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya.

Sumaryadi (2005:99) yang memberikan batasan “pemberdayaan sebagai proses akibat dari mana individu memiliki otonomi motivasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dalam suatu cara yang memberikan rasa kepemilikan dan kepenuhan bilamana mencapai tujuan-tujuan bersama organisasi.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan di bentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai mitra kerja pemerintah dalam ikut serta menyukseskan pembangunan di segala bidang, dan LPM ini di bentuk oleh Pemerintah Kota dalam penunjukan pengurus LPM atas dasar hasil pemilihan warga dan tokoh masyarakat/tokoh agama setempat, serta masa bakti kepengurusan LPM di tetapkan 5 (Lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. dan Tujuan otonomi daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah. Tujuan ini mengandung makna adanya perubahan kepada kehidupan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat, dalam upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Selain itu juga adanya keinginan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat madani (civil society) dalam kehidupan berpemerintah, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai Good Governance yang memunculkan diri demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran, keadilan, berorientasi pada kepentingan rakyat, serta bertanggung jawab kepada rakyat.
Salah satu dampak yang timbul adalah terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintah yang bercorak sentralistik dengan memberikan keleluasaan otonomi daerah. Pemerintah pusat tidak dapat merumuskan semua kebijakan yang bergubungan dengan kepentingan daerah. Pemerintah, pada hakekatnya berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat (public service). Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. 

Dengan demikian, hakekat otonomi adalah  meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat, dan hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Seiring dengan hakikat otonomi daerah, maka dalam program pembangunan, masyarakat tidak lagi di aggap sebagai obyek dari pembangunan. Hal ini menyiratkan adanya perubahan paradigma dan pembangunan itu sendiri. Paradigma pembangunan berkeadilan yang berpusat pada rakyat. Dalam paradigma ini, peran individu bukan sebagai obyek melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan menggerakan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan peran serta aktif masyarakat.

 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan dalam  menampung dan  mewujudkan aspirasi dan kebutuhan di bidang pembangunan masyarakat, sesuai dengan  isi perda Kota Samarinda No 11 tahun 2004 tentang pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disisni terdiri dari Tokoh-tokoh Masyarakat yang dijadikan panutan atau sebagai contoh tauladan yang baik kepada masyarakatnya, seperti tokoh agama, tokoh organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di kelurahan yang merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri, serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terdapat kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaanya, sehingga dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk memberikan pendapatnya mengenai kemajuan daerahnya dalam bidang pembangunan.

Menurut Peraturan Daerah kota Samarinda No 11 Tahun 2004 Kota Samarinda, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melakukan pembangunan.
2. Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam membangun secara berswadaya dan bergotong royong.
3. Menampung dan mengolah semua aspirasi dan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang bersumber dari swadaya masyarakat.
4. Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat serta warga masyarakat itu sendiri
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Masyarakat, membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
6. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
Defenisi Konsepsional
Definisi konsepsional adalah suatu definisi yang dipergunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok/individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial yang tidak dapat ditangkap oleh manusia.

Dan yang di maksud Definisi Konsepsional dalam skripsi ini adalah Tugas Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat pada Peraturan Daerah No 11 Tahun 2004.
Fokus Penelitian
Menurut Peraturan Daerah kota Samarinda No 11 Tahun 2004 Kota Samarinda, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melakukan pembangunan.
2. Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam membangun secara berswadaya dan bergotong royong.
3. Menampung dan mengolah semua aspirasi dan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang bersumber dari swadaya masyarakat.
4. Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat serta warga masyarakat itu sendiri
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Masyarakat, membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
6. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah di Kelurahan Sugai keledang Kecamatan Samarinda Seberang
Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer : data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti, misalnya kepada Key Informan dan Informan.

2. Data Sekunder : data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain melalui:

a. Dokumen-dokumen dan laporan hasil evaluasi

b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpilan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Studi literatur, yaitu mempelajari buku-buku, referensi, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Studi lapangan, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek penelitian, dimana cara ini meliputi:

a. Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan pengamatan objek yang diteliti di lapangan.

 b.    Wawancara yaitu data yang diperoleh melalui tanya jawab dengan nara sumber yang kompeten, diantaranya Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Lurah, Anggota LPM , Ketua PKK Serta Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang kecamatan Samarinda Seberang
Teknik Anlalisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang telah diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya.  Kemudian pemakaian alat analisis tersebut sesuai dengan tahapan yang dikembangkan Miles dan Huberman (2009:20) seperti yang tergambar sebagai berikut:
1. Pengumpulan data

Pengumpulan Data merupakan data pertama dan data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

2. Reduksi data

Adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

3. Penyajian data

Adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan penarikan kesimpulan atau mengambil tindakan. Pengambilan tindakan ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodelogis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.
Pembahasan

1. Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Dalam merencanakan Dan melakukanPembangunan
Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melakukan pembangunan adalah dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melakukan, dan  menggerakkan, atau membuat kegiatan yang didalam kegiatannya itu dapat melaksanakaan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan mengenai pembangunan yang ada di Kelurahan. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melakukan pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2004, dilakukan dengan cara meningkatkan swadaya dan gotong royong dan pertemuan warga baik secara berkala maupun insidentil. 

Dengan adanya kegiatan gotong royong yang dilakukan setiap satu minggu sekali, tepatnya pada setiap hari jum’at diberbagai tempat yang berbeda, seperti di jum’at pertama gotong royong diadakan di RT 01, selanjutnya di minggu depan berlanjut ke RT 02, dan kegiatan ini berlanjut di setiap minggunya di tempat yang berbeda, adapun konsumsi yang telah  di sediakan di koordinir oleh LPM. Dan juga kegiatan gotong royong ini di harapkan dapat meningkat kerukunan antar warga masyarakat Sungai Keledang, sehingga dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, sesuai dengan Tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
2. Menumbuh Kembangkan Jiwa dan Semangat Serta Memberdayakan Masyarakat Dalam Membangun Secara Berswadaya dan Bergotong Royong
Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam membangun secara berswadaya dan bergotong royong yaitu LPM bersama dengan Kelurahan bekerja sama dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada serta melaksanakan perencanaan yang sudah disepakati bersama. Sehingga nantinya perencanaan pembangunan yang bersumber dari partisipasi masyarakat dapat dicapai sesuai dengan target yang diinginkan.


Dengan adanya koordinasi yang baik antara LPM dengan Kelurahan, maka perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan pelaksanaannya juga dapat terealisasi dengan baik pula. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Hanya saja banyak masyarakat yang masih kurang kesadaran dalam hal kebersihan, seperti membuang sampah sembarangan yang membuat parit/selokan menjadi penuh dengan sampah yang dapat menyebabkan banjir. Untuk itu LPM dan pihak Kelurahan perlu memberikan pengarahan berupa bahwasanya membuang sampah itu dapat merugikan diri kita sendiri serta dapat pula merugikan orang lain, dan juga LPM membuat plang-plang yang berisikan kata-kata yang mengingatkan agar masyarakat tidak membung sampah sembaranagan. Serta pihak LPM mengingatkan kepada masyarakat agar dapat menjaga kebersihan dan merawat fasilitas, sarana prasarana yang ada dikelurahan.

3. Menampung dan Mengolah Semua Aspirasi dan Partisipasi masyarakat dibidang Pembangunan, Melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan Yang Bersumber Dari Swadaya Masyarakat. 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengatur dan bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan dalam menetapkan suatu tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, yaitu dengan mengkaji masalah yang akan dihadapi. Seperti persoalan banjir yang mana ada masyarakat RT setempat yang mengeluhkan di tempatnya tersebut sering mengalami kebanjiran, ketika musim hujan datang. Setelah mendapatkan laporan dari warga setempat LPM membuat tabulasi Data Persoalan, sehingga nantinya dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan apa saja yang harus diselesaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah Tabulasi dan Persoalan yang ada.

4. 
Sebagai Sarana komunikasi Antara Pemerintah dan Masyarakat Serta Warga  Masyarakat Itu Sendiri
Sebagai Sarana Komunikasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Serta warga masyarakat itu sendiri adalah LPM melakukan kegiatan, saling memberi informasi dan mengatur hal-hal yang disepakati bersama dengan Lembaga/Organisasi yang ada di Kelurahan. Dalam mengkoordinasikan Lembaga/Organisasi yang ada di Kelurahan LPM melakukan rapat koordinasi dengan pemerintahan Kelurahan Sungai Keledang dan Lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan. Tidak hanya itu, LPM juga melakukan pengembangan hubungan kerja dengan Lembaga keagamaan dan sosial budaya. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah seperti dari kepolisian mengadakan program kegiatan anti narkotika, agar generasi muda tidak terpengaruh kedalam hal-hal yang berhubungan dengan barang haram tersebut. maka pihak LPM berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk mengumpulkan perwakilan di setiap RT, yang nantinya mereka akan menyampaikan kepada warganya bahwa ada program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dari pihak kepolisian untuk mensosialisasikan program tersebut
5. Meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan Masyarakat, Membina dan Menggerakan Potensi Pemuda Untuk Pembangunan.
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, membina dan menggerakan potensi pemuda untuk pembangunan adalah dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didalam kegiatannya masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang digerakkan, dimotivasi agar meningkatkan taraf hidupnya, maka dibuatlah Program Penanggulan Kemiskinan untuk membantu masyarakat mengembangkan kemampuannya dalam meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya. Seperti LPM, sebelum mengadakan pelatihan mereka mensurvei kebutuhan pelaihan apa yang mereka butuhkan di tempat tersebut, seperti halnya banyak pemuda-pemuda yang menyukai otomotif namun belum bisa mengembangkan keahlianya tersebut, maka pihak LPM mengadakan pelatihan yang berhubungan dengan bidang otomotif yang berupa pelatihan perbengkelan. Namun tidak hanya pelatihan perbengkelan saja yang dilaksanakan oleh pihak LPM.

6. 
Meningkatkan Peranan Wanita Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera
Keberhasilan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh wanita Perempuan mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai andil besar dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok. Salah satu buktinya, bahwa perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan melakukan kegiatan usaha produktif rumah tangga.

Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa dan Kelurahan adalah PKK. PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat.

Disini  LPM saling bersinergi dengan  PKK  demi wewujudkan masyarakat yang sejahtera, untuk itu LPM sangat dibutuhkan sebagai penopang organisasi PKK didalam memenuhi kebutuhan mereka guna memberdayakan masyarakat khususnya bagi perempuan agar mereka dapat membantu suami di dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan mereka serta membina anak-anak mereka untuk menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara. 

Penutup

Kesimpulan

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  adalah Lembaga Yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat di Kelurahan, merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakaat sebagai mitra Pemerintah khususnya di Kelurahan Sungai Keledang dalam menampung dan mewujudkan segala bentuk aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

2. Di dalam penelitian di dapatkan bahwa masih adanya kekurangan yang di lakukan oleh LPM yaitu bahwa LPM masih kurang melaku.kan sosialisasi program program mereka yang dinyatakan dari hasil wawancara kepada masyarakat yang menyatakan bahwa LPM masih kurang melakukan sosialisasinya sehingga masih terdapat masyarakat yang belum tahu program program yang dilakukan LPM.

3. Dengan sosialisasi yang baik yang di lakukan oleh LPM maka masyarakat akan lebih mengetahui program program yang akan di lakukan oleh LPM. Sehingga tidak ada warga yang mengeluhkan lagi akaan kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh LPM. 

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang. Penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait dan pihak –pihak yang ingin mengembangkan penelitian sejenis. Adapun saran-saran tersebut adalah

1. Didalam menumbuhkembangkan jiwa semangat didalam memberdayakan masyarakat LPM harus saling berkomunikasi mendengar permasalahan permasalahan yang terjadi dimasyarakat dan membantu didalam penyelesaian permasalahan tersebut sehingga jiwa dan semangat yang ada terus terjalin.

2. Pihak LPM harus dapat memberikan sosialisasi-sosialisasi terhadap setiap pembangunan yang ada serta didalam memberdayakan masyarakat harus ada kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh pihak pihak yang terkait didalam pelaksanaan pembangunan tersebut dan saling mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah  Kelurahan Sungai Keledang.
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